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.  PRESIDEN -

REPUBLIK {NDONESIA

INSTRUKBT PRES.IDEN REPUBLIK.'.INDONESIA
NOMOR , 3 TAHUN. . 1976

-  . TENTANG

,  PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAK

(TAHAP .ICBDUA) , TAHUN. 1976/1977- - ^

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.a, baLwa dalam rangka mempercepat peningkataji Lc.se??ipatan
belajai di SeKolah Dasar, te.futama bagi anak-anak ber-
uittur 7 - 12 tahun, kKususnya bagi anak-a-^ak yang akaai

memasuki kela.s X Sekolah Dasar, perlu dalam Tabun Ang-
,  garan 1976/1977 dilaksanakan penibaiigunan 10,000. .(sepu-
luh ribu} ^jskolah Dasar takaip kedua sebajgai k-jlanjutaii
pembangiinan Sekolab. Dasar tahap pertama dite.tap-
kab dalam Ii^struksi Presiden Noiuor 6 Tabx'- 1975 ;

b.. bahwa dalam rangkai memulihkan kembali sarana kasempat-.
an belajar pada Sekolah Dasar yang laeKerlukan perbaikan,
perlu dalam Tabun Anggaran 1976/1977 dilaksanakan pula
perbaikan kembali (rehabilitasi) sejumlah Sekolah Dasar
Negeri sebaga'i peiiyelesaian dari keseluruhan yang dewa-
sa ini dianggap memerlukannya ;

bahwa dalam tahun Anggaran 1976/1977 dapat dimulai pula
dengan perbaikan kembali (srehabilitasi) sebagian dari
jumlah Sekolabi: Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah
(Madrasah Tiiigkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada ;

bahwa be.rhubung dexigan hal-hal .tersebut pada huruf a,
b dan c diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkah

Ins.truks.i Presiden tehtang Program Bantuan Bembangunan

Sekolah-Dasar (Tahap Kedua) , Tahun 1976/1977. • '

Basal 4 ayat (1), Basal. 31 Undang-Undang Dasar 1945 ;

:c.

d.

1.

2. Uiidang -undang ........



,2. TJndang-undang Noisor 12 Takun 19S4 tenting Fernya ■

taan BerlaRurL)j"a Undang-undang Nonior 4 Ta.xmn

dari. FepublijL Indonesia dahulu tentaxig Dasai-oa-

sar Peadidilcan dan Pengajaran di SePjolah. uiituk. ae-
luru&. Indonesia (Xembaran Negara Takun 19S4 Nojnor

3S., Tarabakan Lembaran Negara Nomor ?S0} ;

3. Undang-undang Nomor S Takun 1974 ten'cang Pokob-

pokok.lemerintakan Dl kaerak (Lembaran Negara Ta

kun 1974 Nomor -38, Tambakari Lembaran Negara Nomor

3.0371 J -

4. Undang-undang Nomor 1 Takun 1976 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negar.a Takun 1976/19.7.7 ■ -(Lejii-

baran t^egara Takun 1976. Nomor 12, Tambaban Lembaran

Negara Nomor 30.70.).. ; '
-  ' I

•5. Peraturan Pejiierlntak Nomor 6,5 Takun 1951 tentang

Pelaksanaan Penverakan Sekagi.an darlpada Urusan

Pemerintakan Pusat dalaro. Lapangan Pend.ldijkan, Penga

jaran dan Kebudayuan-kepada Propinsi (Lexa6a.Tan Ne- .
gara Takun 1951 Nomor 110, Tambakan Lembara-n Negara

Nomor 173X ;

6. Ke.p.utusan Presiden Nomor 9 Takun 1973 tentang Pem-

- bubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan .Kabinet

Pembangunan IT

7, Keput.usan
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jepada ;

UatiiJL ;

PEHTAF5A ;

- V ^ ' ;i . ...7. JQeputu^^ ̂ e^en Nbmbr 11 TaEaM 1974 teiitang JRen-
icaaa ̂ ^Sangtiiian Litta tafi^jn Keiiid CREPELriA III
laZVli^S; -^1978/1979 j

i. Keputiisdh fre^tden Nojbox 14 Taltuii 197d teutang Pe-
dojnan PeiaksaAaaii Anggaran Peadaiijataii dan Belanja
Negara Tafiim Anggaran 1976/1977 ;

MENGIliSTpjJK5XK^ ;
1. Menterl iialaiii Negarl ;
2. Kenterl Perididiian dan EeEnda^aa ;
,3. Menterl; Ag^a ; '
4. Menteri; Keuangan ; . '
5. Wenterl PeRerjaan iJjBMta dan tenaga Ltstrdpfe. ;
E. Mentert Negara EEonojiit, Kentagan dan fcdurtri/fetua

Badan Perencana^ PauBangunan Nasinnal ;7. Menterl Negara PenertlRan Aparatur Negara/ttakll Ife-

tua Badan Perencanaan PeaBangunan Naslonal.

:^laRsanaBan Prpgra® Bantuan PeaBangUnan Sefcolah. Dasar
CTaBap Kedual, TaBnn 1476/1977 dengan aenggunakan Se-
tentnan-ketentnan dalaa Laaptran Instrufcai Preaiden Ini
aeEagal Pedoaan Pelafoanaaimya.

KEDUA



KEDtFA ; IjistruRsX Presiideri ini.aiulai, barlaJku p.ada tanggal di-
tetapRaa dan agar. "dilaksanafcaji dangan seba-OL-balfcn^ra,

Dit3 ;apkaa di:^.Jakarta
Pai ttanggal 31 Maret 1976

PF IISIDEN REPUBIIK INDONESIA^

ttd.

SO EHARTO

JENDERAL TNI.

Disalin sesuai aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET.5^. I
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LAMPIRAN .

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . 3 TAHUN 1976

TAN6GAL 31 JBiaret ia76

PEDOMAN PELAKSANAM .

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
(TAHAP KEDUA), TAHUN 1976/1977

BAB I

U M U M

Pas al• 1

Yang dimaksud dengan Program Bantiian PembangiJrian Sekolah
Dasar (Tahap Kedua) , Taliun 1976/1977 dalam Instruksi Pxesiden
iiii adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas. be-
ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/
1977 untuk pembangunan gedung-gedung •Sekolah Dasar tahap kedua
sebagai kelanjutan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar ta
hap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presidbh Nomor 6
Tahun 1975, dan dileiigkapi dengan penyediaan guru, perabot se
kolah dan buku-buku pelajaran pokok, disamping penyediaan buku
bacaan kanak-kahak untuk perpustakaan Sekolah Dasar, serta re-,
habilitasi sejumlah Sekolah Dasar Negeri sebagai pehyelesaian
dan keseluruhan yang dewasa ini dianggap memerlukannya dan
sebagian dari jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibti -
daiyah Swasta yang ada.

Pasal . 2 .

(I) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini dlberikan dengan
tujuan untuk memperluas kesempatan belaj'ar bagi anak-.anak .
yang akan memasuki kelas I Sekolah Dasar tetapi tidak dapat
ditampung di Sekolah Dasar yang ada, texutama di daerah pe-
desaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya ber-
penghasilan rendah.

(2) Bantuan
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(.21 Bantuan ters-eBut diberlkaa pula untufc. mengatasi kebutuBan
Sekolab Dasar di. daerab,-daerab proyek transjnigrasi serta
daerab-daerab perbatasan.

BAB rr
-1

JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

'  , ' DAN PERINCIANNYA • " ;

Pasal 3

Cl)- Dal am Tabun Anggaran 1976/1977 disediakan bantuan t abap ks-
pembangunan 10. QOQl Csepulub ribu) gedung Sekolab

Dasar sebagai. kelanj utan bantuan tabap pertama" dalam Tabun
Anggaran 1975/197e.

C^l Pembagian jumlab gedung Sekolab Dasar untuk. tiap Daerab Ting-;
^  ̂ Daerab Tingkat IX adalab sama dengan jumlab

■  Sekolab Dasar tabap pertama yang dbbangun dalam ma-
sing-masing Daerab Tingkat I dan Daerab Tingkat II berdasar-
kan Instru^i Presiden Nomor b Tabun 197,5.

BAB III

LOKASI GEDUNG SEKDLAH

Pasal 4

Lokasi. masing-masing gedung Sekolab Dasar tabap kedua ada
lab sama dengan lokasi gedung Sekolab Dasar tabap pertama, me-
rupakan kesatuan lingkungan dan adalab kelanjutan dari pemba-
ngunan tabap pertama tersebut.

BAB ly

TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

Pasal E

Bantuan tabap kedua di.sedi.akan untuk pembangunan 1 (satul
unit yang terdiri atas ;

a. 3(tiga} ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan ;
■,b. kamar kacil ; '
c. perabot sekolab.

Pasal 6.



y- Pasal 6

Besarn^a bantuan di.dasiarLan pada bal-Lal berikut :
a. Penggunaan tenaga dan Eaban setempat kecuali apabila tidak

terdapat 'tenaga dan bakan tersebut ;
b. Biaya satuan tiap daerab. untuk tahap kedua sebagai berikut :

b.l. Siunatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Ctidak. termasuk

Lbukota-ibukota Daerab Tingkat I) : Rp 4.0a0.0G0,- (ejn-
paf jut a rupiab} ; .

b.2. ibukota-ibukota Daerab Tingkat I di Sumatera, Jawa, Ba-
.  11, dan Kalimantan : Rp 4.5.0a. QOQ,- Cempat juta lima

ratus:. ribu rupiabi
b.3. Sulawesi, .Nus:a Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur :

Rp 4.5ao.oaQ,- Cempat juta lima ratus ribu rupiab} ;
b.4. Maluku : Rp £.aOQ..aoa,- Clima juta rupiab} ;
b.S. DKi: Jakarta : Rp S.saO.OQO,- Cdelapan juta lima ratus

ribu rupiab} ;
6.6. Irian Jaya : Rp ,6. SttO. OM, - Cenam juta lima ratus ribu

rupiab}.

,  BAB V
JTJMLAH REHABILITASr GEDUNG SEKOLAH DAN. PERI.NCIANNYA

Pasal 7

Cl} Dalam tabun Anggaran 19.7fi/1977 disediakan pula bantuan
rebabilitasi untuk 16.0GO Cenam belas ribu}'gedung Sekolab
Dasar CNegeri dan Swasrta}. dan Madrasab Ibtidaiyab Swaata"
yang ada, dengan .perincian ;

a. gedung Sekolab Dasar Negeri : 13.3G0 buab ;
b. gedung Sekolab Dasar Swasta : l.GOG buab ;
c. gedung Madrasab ibt.idaiyab Swasta : 1.7G0 buab ■;

(2} Besarnya biaya satuan re.babilitasi ditetapkan' rata-rata
Rp 750,.GOO.,- Ctujub ratus lima pulub ribu rupiab).

...BAB. . yp .
PEN.YALURAN BANTUAN

Pasal 8 ' ■

Bantuan disalurkan melalui ; .

a. Kantor



a. Kantor Bendahara Negara ;

b. Bank Rakyat Indonesia ;
c. Bank Ekspor-Impor Indonesia, unttik Daerah Tingkat

I Irian Jaya yang pelaksanaannya diatur lebih lan-
jut secara bersama oleh Mente.ri Keiiangan dan Men-
teri-Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan
Program Bantuan tersebut.

BAB VII

KEWAJIBAN DAERAH DAN

JANGKA WAJECTU PELAKSANAAN

Pasal 9

(1) Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Peirierin-
tah Daerah ialah sebagaimana telah disebutkan da-

ayat (1) Pasal 9 Lampiran Instruksi Presiden

Nombr 6 Tahun 1975, yakni tetap tersedianya tanah
yang jumlah luasnya memadai untuk pembangunan mi

nimum 6 (eham) ruangan kelas, ditambah halaman
yang bebas dari segala beban pehyelesaian hukum

dan biaya untuk penggunaannya.
t

(2) Apabila bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah
Daerah menambahriya.

(3) Pemeiiharaan gedung Sekolah Dasar yang dibang'un
adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama

masyarakat "^5 e temp at.

Pasal 10

(1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar
(Negeri dan Swastav) serta rehabilitasi Madrasah

Ibtidaiyah Swasta dimaksud dalam Program Bantuan

xni
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ini dilaksanakan dalam jangka waktu April - Desem
ber 1976 dan te.lah dapat dipergunakan dalam bulan

^  Januari 1977.

(2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan

Januari 1977 harus segera dipergunakan seintensif

mungkin untxik menampung murid-murid baru kelas I

dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan da-
ri Sekolah Dasar yang sudah ada.

(3) Pada waktu yarig terluang ruangan-ruangan kelas di-
manfaatkan untuk pendidikan masyarakat diluar

sistim sekolah (pendidikan non-£ormil).

BAB viir

LAIN LAIN

Pasal 11

Penyediaan. biaya bantuan pembangunan dan rehabilitasi
gedung -Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta reha-
bilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebiit dalam

Pedoman ini,. tidak meniadakan dan atau menggantikan :

a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa me-

ningkatkan/mehgembangkan pendidikan dasar dengan
penerimaan dari sumber-suiiiber daerahnya sendiri ;

b. Kewajiban penyediaan subsidi dan Iain-lain bantu

an oleh Pemerintah.Daerah Tingkat I untuk" mening-
katkan/mehgembangkan pendidikan dasar di Daerah

Td.ngkat 11..

Pasal 12 . "

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya bagi pelaksana-

an Program Bantuan, penyediaan guru bagi Sekolah-se-

kolah Dasar yang dibangun sebagaimana diraaksud dalam

~  Program Bantuan tersebut,'. penyediaan buku pelajaran

pokok dan perpustakaan dan keserasian kelancaran

program bantuan diper.tanggungj £|.wabkan kepada Menteri- .

Mente.ri yang bersangkutan dengan bidangnya masing-ma-

,  - Pasal 13
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Pasai 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan di-

atur lebi'Ii lanjut''.oleh. Menteri yang bersangkuta:!! me-

nurut bidang masiTig"inasing dengan koordinasi yang

sebaik-bailcnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Disalin sesual aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINELJ?,. I

SOEHARTO

JENDERAL TNI


